KEPALA DESA TAMPIRWETAN

PERATURAN DESA TAMPIRWETAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

PERUB AT
AHAN PERATURAN DESA TAMPIRWETAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMPIRWETAN,

Menimbang a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, peria
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); .

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

epublik Indonesia Nomor 5049);

4. ﬁn%ang-l}ndang Republik Indonesia Nomor 6 Tah_un 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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. Peraturan Presiden Nomor 31 Ta

1005 Dana
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun :!U:J-‘?l:;lfl‘::::gTﬂhun
Perimbangan (Lembaran Negara Republik P:“ ”;‘ Republik
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nega

esia Nomor 4575), 2005 Tentang
II::::;lumn Pemerintah  Nomor 58 TnhunN :0‘:; R'I;-pub!ik
Pengelolann Keuangan Dacrah [Lcmbi!ll:ﬂnbahg:n Lembaran
Indonesia Tahun 2005 .Nnmnr 140"78 .nm
Negara Republik Indonesia Nomor 45 T"h 2008 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu Penyslenggarasn
Pedoman Pembinaan dan PcrlgawasanR b{ik ttenssla
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara epubaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165,5gf)mb3h3" Lem

lik Indonesia Nomor 4 1 -
';:zﬂgran Pemerintah Nomor 8 Tahun goof?cmt;:ilntaﬁ
Pelaporan Keuangan dan Kinerja [nsmn;(l}o& Nomor 25,
(Lembaran Negara Republik Indonesia ts‘nhun S Matiee
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
?’grl:ttran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tmt;n}%::n;g?g
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N.camolc'i 6 aia o
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indones B e
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rep e
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa oy
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu.n 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dar!a
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ’l"ahun 201.4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonem.a
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lem

baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

hun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Belanja Ne

gara Tahun 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
Peraturan Menteri dalam Neg:

eri Nomor 111 tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Perat

uran di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 201.4
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 ’l:flhun 20 l‘f)
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tfahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); _

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang pedoman tata tertib pengambilan keputusan
musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159); y

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 201'9
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203); )

22, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

23. Perat]uran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98
tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 759);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun
2023 tentang APBD Perubahan Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah kabupaten Magelang tahun 2023 Nomor
10);

28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
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Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan

Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun
2017 Nomor §);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang
Tahun 2018 Nomor 38);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Qacmh
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bup‘au
Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang
(Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah
kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2023;

Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten
Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten
Magelang Tahun 2023 Nomor 28);
Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Tampirwetan (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2025 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa
Tampirwetan Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
(Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2023 Nomor 1).

Memperhatik : 1, Surat Edaran Sekda Kabupateng Magelang Nomor

a1 142/3081/13/2023, Tanggal 31 Oktober 2023, tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIRWETAN
Dan
KEPALA DESA TAMPIRWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkank : PERATURAN DESA TAMPIRWETAN TENTANG PERUBAHAN

an PERATURAN DESA TAMPIRWETAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAMPIRWETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rp. 1.586.462.798
b. bertambah Rp. 107.412.333
Jumlah pendapatan setelah Rp. 1.693.875.122
perubahan
2. Belanja Desa
a. semula Rp. 1.586.465.489
b. bertambah Rp. 107.412.333
Jumlah belanja setelah Rp. 1.693.877.822
perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Rp. 2.700
perubahan

3. Pembiayaan
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula Rp. 2.700
b. bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah penerimaan setelah Rp. 2.700
perubahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
c. semula Rp. 2.700
d. bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah penerimaan setelah Rp. 2.700
perubahan
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) Rp. 0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0
Anggaran
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Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampira‘n
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Tampirwetan

Diun)daﬁgkaf i:Desa Tampirwetan
Pada tanggal.8'November 2023

SEKR’E@R@ DE?A\

AHMAD KHOIRUL MUFID
LEMBARAN DESA TAMPIRWETAN TAHUN 2023 NOMOR 4
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